BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi
selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang
dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja
keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan
tepat. Akuntansi itu sendiri seringkali diartikan sebagai bahasa perusahaan yang
berfungsi sebagai pemberikan informasi. yang berupa data-data keuangan
perusahaan yang dapat digunakan guna dalam pengambilan sebuah keputusan.
Suatu perusahaan memerlukan andanya informasi tentang perusahaannya, dimana
informasi itu mengenai informasi nilai perusahaan dan informasi tentang laba/rugi
usaha. Kedua buah informasi tersebut berguna untuk mengetahui jumlah besaran
modal yang dimiliki perusahaan dan juga untuk mengetahui perkembangan maju
mundurnya suatu perusahan. Serta dapat digunakan sebagai dasar untuk
perhitungan dalam pembayaran pajak dan memberikan informasi tentang keadaan
perusahaan sewaktu-waktu memerlukan kredit dari bank atau pihak lain. Fungsi
lain adalah sebagai penarik investor, untuk menanamkan saham jika perusahaan
berbentuk perseroan terbatas.

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk memperolehin
formasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu

pemerintah daerah. Dimana in formasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai



bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan, baik oleh pihak
internal maupun pihak eksternal. Tujuan utama laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, Kinerja serta
perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaiannya
dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia sudah mencanangka nreformasi
dibidang akuntansi, sehingga seluruh instansi pemerintah yang ada diharuskan
untuk menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual baik itu pemerintah
pusatmaupunpemerintahdaerah,
akantetapitidaksemuainstansipemerintahsiapuntukmenyusunsebuah
laporankeuanganberbasisakrual. - Sehinggapemerintahpusatmemberikanwaktu agar
setiapinstansipemerintah yang
adagunamempersiapkandiriuntukmematuhiperaturanpemerintah.Hal
tersebuttelahdituangkandalamUndang — —  Undangnomor 17 tahun 2003
tentangKeuangan Negara pasal 36 (ayat 1).Selamainstansibelumdapatmenggunakan
basis akrualpenuhuntuk system keuangan yang
digunakanmakainstansitersebutdapatmenggunakan basis
kassebagaiacuanpengelolaankeuanganmereka.

Secaraspesifikpenggunaan basis
akrualsangatbermanfaatuntukpemerintahkarenadapatdapatmengevaluaikinerjapeme
rintahsecaralebihspesifikterkaitbiayajasapelayanandanefisiensisertapencapaiantujua

n. Serta pemerintahdapatmengetahuikemampuan pendanaan untuksetiap program

yang



dijalankan.Denganpelaporanberbasisakrualpenggunadapatmengetahuilaporanposisi
keuangandanperubahannyasecaraakurat. Penggunaan basis
akrualjugamemungkinkanpemerintahuntukmengetahuipotensipenggunaansumberda
yadimasadepan.

Pada reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang sangat
signifikan adalahperubahan pada bidang akuntansi pemerintahan. Dimana
perubahan di bidang akuntansi pemerintahan sangatlah penting sebab melalui
proses akuntansi dihasilkan informasi tentang keuangan yang tersedia bagi
berbagai pihak untuk digunakan sesuai tujuan masing-masing. Karena begitu
eratnya hubungan anatara « keterkaitan keuanganpemerintahan dan akuntansi
pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan
banyak menimbulkan bermacam - macam kendala sehingga sepenuhnya
mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan
(Simajuntak, 2010).

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP
berbasis akrual menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam sistem
pelaporan keuangan di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual
dimaksudkan dapat memperbaiki kualitas dalam penyajianlaporan keuangan
pemerintah dan menyajikan data yang lebih akurat dalam menilai kinerja
pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana
pemerintah dapat membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan pendanaannya,
lebih  memungkinkan menggunakan laporan untuk mengevaluasi kemampuan

pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya, serta



lebih ril dalammemaparkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi
keuangannya. Selain itu, dapat dengan lebih memberikan suatu kesempatan pada
pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengolahan sumber daya yang
dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi Kkinerja pemerintah dalam hal

efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya (Widyastuti, 2015).

PadasaatiniOrganisasiPerangkat Daerah (OPD)
KabupatenLumajangbelummenggunakan basis akrualsepenuhnya.
Sehinggasebagianbesarinstansipemerintah yang ada di
KabupatenLumajangmasihmenggunakan basis
kasmenujuakrualdalamtransaksiekonomi yang dikerjakan di

stiapinstansipemerintah, - halinidikarenakanOrganisaiPerangkat Daerah (OPD)
menerapkansistemanggarandalampengelolaankeuangannya. Hal
tersebutdapatterlinatpadal.aporanRealisasiAnggaran (LRA) yang
menyandingkanantaraanggarandanrealisasinyasebagaipembanding.Sehinggadalaml
aporanRealisasiAnggaran (LRA)
hanyaterlihatpencapaianrealisasitahunberjalansajatanpamemisahkanhakdankewajiba
n yang seharusnyaterealisasitahunsebelumnyaatautahunsenjutnya. Akan pada
setiapLaporanOperasional (LO), LaporanPerubahanEkuitas (LPE) danNeraca yang
disusundalamLaporanKeuangantelahmemisahkanantarahakdankewajibansesuani
waktukapanhakdankewajibantersebutseharusnyaditerima, ataudengan kata lain LO,
LPE danNeracatelahmemakai basis akrualsebagai mana acuanpenyusunannya.
Dalam PP No.71 Tahun 2010 disebutkandalampasal 4 ayat lyang

disebutkanbahwaPemerintahmenerapkan SAP berbasisakrual. Hal



iniberartiseluruhentitaspemerintahharusmenerapkan ~~ SAP  berbasisakrualpada
pelaksanaanpengelolaankeuangannya.DalamkonteksiniOrganisasiPerangkat Daerah
(OPD) harusmengacupadaperaturanini.Sehinggasetiap OPD yang ada di
daerahharusmenjadiBadanLayananUmumDaerah.Dimanasetiap OPD
melakukanbelanjaberdasarkanpadapendapatan yang diterima.Dimanasebelum OPD
menerapkan basis akrualpiutangdicatatsebagaipendapatantahunberjalan.
Begitupuladenganbelanja,utangbelanjadicatatsebagaibelanjatahunberjalan. ~ Akan
tetapiketika OPD  berubahmenjadiBadanLayananUmum  Daerah  (BLUD)
danmenggunakan basis akrualsepenuhnyadalampelaksanaantransaksikeuangan yang
ada, maka OPD harusmemisahkanhakdankewajibanberdasarkanwaktu yang
seharusnyatransaksidilakukan.

Pada lain
sisiketikainstansipemerintahmenerapkanlaporankeuanganberbasisakrualpenuhataud
engan kata lain berubahmenjadiBadanLayananUmum Daerah
makainstansitersebutharusmembuaidualaporantambahanselainLaporanRealisasiAng
garan (LRA),LaporanOperasional (LO), LaporanPerubahanEkuitas (LPE)
danNeracasertaCatatanAtasLaporanKeuangan  (CALK) yakniLaporanArusKas
(LAK) danRencanaBisnisAnggaran (RBA). Selamainiinstansipemerintah yang ada
di KabupatenLumajanghanyamenyusun 5 ( lima ) laporanselainLaporanArusKas
(LAK) danRencanaBisnisAnggaran (RBA).

Seperti yang
telahkitaketahuibahwadalamsetiappenerapankebijakanpemerintanmemilikidampak

yang akanmempengaruhikinerjasuatuintansi yang menerapkannya.



DemikianjugahalnyadenganpenerapanStandarAkuntansiPemerintan ~ (SAP)  di
lingkunganPemerintahan Negara Indonesia.Begitu pula denganinstansi yang ada di
KabupatenLumajangpastimemilikidampakterhadapkinerja yang
ada.Padasaatiniinstansi yang ada di
KabupatenLumajangmenerapkanStandar AkuntansiPemerintahberbasiskasmenujuak
rual yang
memilikidampakterhadappengelolaankeuangannya.Dimanasetiapinstansiharusmeny
usunRencanaKerjaAnggaran, dimanapenyusunannyadidasarkanpadapaguanggaran
yang  diberikankepadamasing ~—  masinginstansidenganbesarannilai  yang
berbedadisesuaikandenganproparsiurgensi —yang-  dilakukan.Dalampengguanaan
basis kasmenujuakrualintinstansijugatidakperlumenyusunLaporanArusKas (LAK).

Dalampenyusunanlaporankeuanganmenujuakrualmakainstansi yang

bersangkutanharusmenyusunlaporanaruskasdanrencanabisnisanggaran.Didalamsuat

u LaporanArusKas (LAK)terdapattigakomponenyang sangat
pentingyaituaruskasdarikegiatanoperasi(cash flows from operating
activities),aruskasdarikegiataninvestasi, (cash flows from investing
activities),aruskasdarikegiatanpendanaan(cash flows from financing
activities).Didalamlaporankeuangan basis

akrualpenuhjugaharusmenyusunRencanaBisnisAnggaran,yang

didalamnyaberisirencanajangkapendeksatutahunansebagaiimplentasirencanajangka

panjanglimatahunan yang tertuangdalamdokumenRencanaStategiBisnis.
Mengacupada PP Nomor 71 tahun 2010

tentangStandar AkuntansiPemerintahmakaPemerintahKabupatenLumajangjugaakan



menerapkanstandarsesuali yang ditentukanolehpemerintahpusat.
Sehinggaberdasarkanhaltersebutdiataspenulismengajukanjudulpenelitian
“ANALISISPENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS
PENANGGAL DALAM PENERAPAN PP NO.71 TAHUN 2010”.
1.2. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian yaitu menganalisispenerapanPP No.71
Tahun 2010tentangStandar AkuntansiPemerintahan di Puskesmas
PenanggaldalamPenyajianLaporanKeuanganPuskesmas Penanggal.
1.3. Rumusan Masalah
Apakah penyajian laporan keuangan Puskesmas Penanggal sesuai dengan PP
No. 71 tahun 20107
1.4. Tujuan Penelitian
Untuk menilai kesesuaian pengujian laporan keuangan Puskesmas Penanggal
dengan PP No. 71 tahun 2010
1.5. Manfaat Penelitian
1. Manfaat untukmahasiswa
HasilPenelitianinisecarateoritisdiharapkandapatmemperluaswawasanpenulis
danpihak lain
mengenaipenyajianlaporankeuangansesuaiperaturanpemerintah  No. 71
tahun 2010.
2. Manfaat untukpihakPuskesmasPenanggaldansejenis
Hasilpenelitianinisecarapraktisdiharapkandapatmenyumbangkanpemikirante

rhadapPuskesmasPenanggaldaninstansisebagaireverensidalammembuatlapor



ankeuanganberbasisakrualpenuhdandapatmeyajikanlaporansesuaiStandar Ak

untansiPemerintah.
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